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ABSTRAK

Penelitian mengenai pelimpahan wewenang pemerintah kota Surabaya
kepada kecamatan sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah ini dilakukan
untuk mengetahui bagaimana fungsi riil kecamatan dengan adanya pelimpahan
wewenang dan deskripsikan hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh
kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kota
Surabaya.

Lokasi penelitian ini dilakukan di dua (2) kecamatan yaitu kecamatan
Bubutan dan kecamatan Lakarsantri dengan pertimbangan bahwa kecamatan
Bubutan sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa yang berada di pusat kota
Surabaya dan kecamatan Lakarsantri sebagai kecamatan yang baru tumbuh dan
terletak di pinggiran kota Surabaya dengan karakteristik sebagai wilayah
permukiman. Penelitian ini bertipe deskriptif, dengan menekankan pada analisa
kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh data dari kedua kecamatan tersebut yang
dijadikan sebagai sumber penelitian, selain itu juga berhasil di peroleh tiga belas *
(13) informan. Penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu kepada
pejabat kecamatan di dua lokasi tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tugas-tugas dan kewenangan
kecamatan Bubutan dan kecamatan Lakarsantri secara riil adalah sama namun
terdapat problem pemerintahan yang berbeda yaitu pada kecamatan Bubutan
problem utama pemerintahannya adalah PKL dan hal ini tidak terlepas dari faktor
kharakteristik kecamatan Bubutan sebagai wilayah pusat perdagangan dan jasa di
kota Surabaya sehungga banyak pendatang dari luar daerah tinggal dan mencari
nafkah di kecamatan Bubutan, sedangkan pada kecamatan Lakarsantri, problem
utama pemerintahannya adalah permasalahan IMB, dimana hampir 50%
penduduk di wilayah kecamatan ini tidak ber-IMB dikarenakan mayoritas
penduduk berkharakteristik pedesaan yang menganggap tanah yang dimiliki
merupakan warisan turun temurun dari orang tua mereka. Kemudian dalam
melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Kota
Surabaya, kedua kecamatan tersebut mengalami hambatan dari berbagai faktor
antara lain: SDM baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas yaitu jumlah
pegawai yang minim dan kurang memiliki keahlian untuk jenis kewenangan
tertentu. Faktor dana, dimana 80% anggaran hanya dialokasikan untuk
pembayaran gaji pegawai serta faktor sarana dan prasarana yang kurang
menunjang pelaksanaan pelimpahan wewenang.
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